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ABSTRCT

This study aims to examine financial governance and the
internal control system of Village Owned Enterprises
(Bumdes). This issue became important with the attention
of various groups after the issuance of the Village Law
Number 6 of 2014. This research is an exploratory study
using a qualitative approach, and data collection using
interview techniques. The results of the study show that the
village-owned enterprises Barokah Handayani has a
budgeting and planning process, but limited to profit target
plan. Bumdes has regular bookkeeping and business
reporting but the reports are not in accordance with financial
reporting standards. Bumdes in business management and
financial governance, has been in accordance with the
principles of Bumdes Management namely cooperative,
emancipation, transparent, accountable and sustainable.

BUMDes lahir sebagai upaya
pendekatan baru untuk meningkatkan

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 6 tahun
2014 tentang desa telah memunculkan
perubahan paradigma pembangunan
desa. Lahirnya undang-undang tersebut
menjadikan desa sebagai  subyek
pembangunan, bukan hanya sebagai
objek  pembangunan. Tentunya ini
memberikan peluang besar bagi desa ikut
menentukan rencana pembangunan dan
menjadikan desa berdikari. Salah satu
bagian penting dari lahirnya undang-
undang tersebut  adalah adanya
kewenangan desa dalam mendirikan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kewenangan pendirian BUMDes
kemudian diperkuat dengan Peraturan
Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 yang
mengatur tentang proses pendirian,
pengelolaan, dan pembubaran BUMDes
dan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa.

kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
desa. BUMDes dikelola langsung oleh
masyarakat desa dengan menggunakan
prinsip dari desa dan untuk desa sehingga
diharapkan dapat menjadi stimulus
pembangunan desa. Secara filosofi
BUMDes seharusnya memuat prinsip-
prinsip demokrasi ekonomi dengan
bersandar pada pasal 33 UUD 1945
dengan ketentuan bahwa perekonomian
disusun sebagai usaha bersama berdasar
asas  kekeluargaan, cabang-cabang
produksi yang banyak dikuasai oleh
negara, dan bumi, air dan kekayaan alam
yang terkandung didalamnya dikuasai oleh
negara dan dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kepentingan masyarakat.
Ekonomi dibangun berdasarkan prinsip
demokrasi dengan kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian,
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dan menjaga
perekonomian nasional.

keseimbangan

Sesungguhnya BUMDes telah
muncul jauh sebelum lahirnya undang-
undang desa, namun demikian dengan
keberadaan regulasi tersebut menjadikan
posisi BUMDes semakin strategis. Dalam
rangka memperkuat BUMDes pemerintah
juga telah menerbitkan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 dan
Nomor 22 tahun 2016. Dengan payung
hukum tersebut keberadaan BUMDes
terus berkembang dan telah melampaui
target, namun demikian sebagian besar
belum berjalan secara optimal.

Suryanto (2018) mencatat ada 10
persoalan BUMDes yang dihadapi secara
umum, 1) kecilnya skala ekonomi dan
terbatasnya akses pasar, 2) kompleksitas
aturan dan kelembagaan, 3) dukungan
pemerintah desa yang belum optimal, 4)
sinergitas masyarakat dan kelompok, 5)
lemahnya kemampuan teknis operasional,
6) terbatasnya akses permodalan, 7)
rendahnya kompetensi dan komitmen
SDM, 8) sistem manajemen yang belum
tertata, 9) permasalahan akuntabilitas
publik dan pertanggungjawaban, dan 10)
risiko dampak lingkungan.

Berbagai studi telah dilakukan
terkait berbagai persoalan yang dihadapi
BUMDes, di antaranya Anggraeni, (2016);
Kurniasih & Setyoko, (2019); Pakaya et al.,
(2019); Pramita, (2018); dan Suriadi &
Thamrin, (2019). Kurniasih & Setyoko,
(2019) merekomendasikan  perlunya
penguatan tata kelola akuntabilitas publik
dalam pengelolaan BUMDes. Pakaya et
al.,, (2019) juga menemukan belum
transparan dalam pengelolaanya. Pramita
(2018) menemukan bahwa pengelola
BUMDes belum memahami regulasi.
Anggraeni, (2016) juga menemukan salah
satu masalah adalah komunikasi antara
pengelola dan pemerintah desa.

Penelitian lain dilakukan oleh
Sofyani et al., (2019) yang menguiji faktor-
faktor kesuksesan BUMDes, yaitu
idealisme dan passion, skKill, training,
pendidikan, pengalaman, kejujuran,

tanggungjawab, kesungguhan,
keseriusan, kemampuan tim, adanya
komunikasi yang transparan, tidak mudah
menyerah,  visioner, dan adanya
mekanisme insentif. Widiastuti et al.,
(2019) juga telah menyusun dan
mengembangkan indikator-indikator tata
kelola BUMDes dan membagi indikator
tata kelola menjadi enam prinsip yaitu

kooperatif, partisipatif, emansipatif,
transparan, akuntabel, dan sustainabel.
Hasil penelitian tersebut juga

menunjukkan pentingnya pembenahan
tata kelola BUMDes.

Widiastuti et al., (2019) memotret
tata kelola BUMDes secara umum
memiliki beberapa permasalahan
mengenai tata kelola keuangan dan sistem
pengendalian internal. Beberapa
persoalan yang sering terjadi adalah 1)
lemahnya pengawasan, 2) kurangnya
sumber daya manusia yang profesional
dalam bidang keuangan, 3) lemahnya
sistem pengendalian internal, dan 4)
keterbatasan penggunaan teknologi. Dari
beberapa permasalahan yang ada maka
penelitian ini menjadi penting untuk
mendapatkan gambaran sejauh mana tata
kelola keuangan dan sistem pengendalian
internal dalam rangka penguatan institusi
pada BUMDes rintisan. Penelitian ini
dilakukan pada salah satu Bumdes
rintisan, yaitu Bumdes Barokah
Handayani.

Bumdes Barokah Handayani mulai
beroperasi pada 2018, dengan memiliki 2
(dua) unit usaha dan terus berkembang.
Dalam perkembangannya Bumdes masih
memiliki beberapa keterbatasan dalam
pengelolaan keuangan, belum
terstrukturnya  sistem pengendalian
internal. Beberapa hal ini karena masih
dalam kategori Bumdes rintisan. Suryanto
(2018) mengkategorikan Bumdes rintisan
jika jumlah omset pertahun maksimal
Rp360.000.000,- jumlah karyawan
dibawah 30 orang, sumbangan pades
maksimal Rp30.000.000,- dan bantuan
sosial maksimal Rp3.000.000,-.

Penelitian ini secara specifik
bertujuan untuk memotret tata kelola
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keuangan dan sistem pengendalian
internal BUMDes pada Bumdes rintisan.
Penelitian ini berkontribusi secara praktis
dan teoritis. Secara praktis penelitian ini
dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi
dalam pengelolaan Bumdes yang secara
khusus pada aspek tata kelola keuangan
dan sistem pengendalian internal pada
Bumdes rintisan. Secara teoritis penelitian
ini menambah literatur tentang
implementasi tata kelola keuangan dan
sistem pengendalian internal Bumdes.

KERANGKA TEORITIS DAN
FOKUS PENELITIAN

Teori Social Enterprisess

Nasruddin et al., (2014)
mendefinisi social enterprisess adalah
entitas bisnis yang memiliki misi sosial
pada eksistensi tujuan dan menghasilkan
laba untuk mengatasi kebutuhan misi
sosial. Social enteprise dipandang sebagai
agen perubahan yang dapat mengubah
cara berfikir dan berprilaku melalui
pelayanan dan produk. Social enterprisess
dikenal sebagai pelayanan atau produk
yang menyediakan pekerjaan bagi orang
miskin, cacat, mantan tahanan, serta
menawarkan solusi untuk melawan
kemiskinan atau menyediakan pendidikan
bagi anak-anak tidak mampu sebagai
suatu alternatif melawan masalah sosial.

Byerly (2014) menjelaskan bahwa
social enterprises telah tumbuh dan
merespon kepentingan bersama dan
kontrak sosial serta untuk menyatukan
kepentingan individu dengan pengakuan
pada nilai-nilai kemanusiaan dan peran
individu dalam lingkungan sosial. Bielefeld
(2009) menyatakan bahwa perlu adanya
pembedaan antara social enterprises dan
social enterpreneur. social enterpreneur
didefinisi sebagai individu, organisasi,
aliansi organisasi atau jaringan yang
mencari perubahan berskala besar melalui
ide-ide yang tidak biasa tentang cara
organisasi nonprofit, pemerintah dan
bisnis dalam memasukan proses sosial
yang signifikan dalam aktivitasnya
sehingga social enterpreneur secara
singkat dapat dikatakan sebagai upaya
untuk memasukan dan

mengimplementasikan misi sosial dalam
suatu entitas.

Bielefeld (2009) menyatakan
bahwa konteks perbandingan organisasi
profit dan non profir, social enterprises
merupakan organisasi yang berfokus
dalam menghasilkan social return dan
economic return. Bentuk social enterprises
dapat meliputi organisasi nonprofit yang
memperoleh laba, organisasi profit atau
nonprofit dengan fokus yang seimbang
antara misi sosial dan laba, dan organisasi
profit yang menekankan pada
tanggungjawab sosial.

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa

Tata kelola berdasarkan teori
keagenan fokus pada keselarasan
kepentingan antara agen dan penyedia
modal (shareholders dan debtholders).
Clarke  (2005) menyatakan bahwa
berdasarkan teori stewardship, tata kelola
ditekankan pada keseimbangan
kepentingan seluruh stakeholders. Secara
umum corporate governance didefinisi
sebagai struktur dan proses untuk
mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar tujuan perusahaan dapat
tercapai secara efektif.

Entitas yang berorientasi pada
nirlaba menekankan pada kepentingan
stakeholders sedangkan entitas yang
berorientasi pada laba menekankan pada
kepentingan  shareholders.  Sekarang
berkembang sektor ketiga yaitu social
enterprises dengan memunculkan teori
corporate  governance baru  yang
berorientasi pada karakteristik sosial dan
profit. Paradigma corporate governance
yang berorientasi pada kepentingan umum
tidak memadai untuk diterapkan dalam
social enterprises sehingga mengusulkan
yaitu semua pihak yang berpartisipasi aktif
dalam pembuatan keputusan dan dapat
mempengaruhi pencapian tujuan
organisasi (sosial dan profit) untuk
menjamin tercapainya misi organisasi.

Santos (2012) menyatakan bahwa
BUMDes memiliki karakteristik yang sama
dengan social enterprises karena
bertujuan pada sosial dan laba. Social
enterprises merupakan organisasi
berkarakteristik hybird yaitu memiliki
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karakteristik utama sosial dan laba.
BUMDes hadir untuk mengatasi masalah
sosial yang ada di desa seperti masalah
pengangguran, sampah, ketersediaan air
minum, listrik dan bahan pokok yang
murah. Selain itu BUMDes juga
menjalankan bisnis dalam aktivitasnya
agar hasil bisnis tersebut dapat menopang
kelangsungan hidup BUMDes.

Pestoff &  Hulgard (2016)
memberikan pandangan bahwa social
enterprises sebagai satu titik kontinum
(sosial-ekonomi) yang belum lengkap
untuk dibedakan dengan commercial
enterprises sehingga terdapat satu
dimensi untuk membedakan antara social
enterprises dan commercial enterprises
yaitu dimensi participative governance.
Ebrahim et al.,, (2014) menyebutkan
bahwa social enterprises  memiliki
tantangan dalam hal tata kelola yang unik,
yaitu menangani masalah aktivitas sosial
dan aktivitas pencarian laba sehingga
dapat dikatakan ada sebuah trade off.

Pestoff &  Hulgard, (2016)
mengusulkan bahwa participative
governance melibatkan stakeholders. Jika
dikatikan dengan BUMDes, participative
governance dapat diwujudkan dengan
partisipasi masyarakat dalam pendirian,
pengembangan maupun pengawasan
BUMDes.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah bagian dari
studi tata kelola yang secara spesifik pada
tata kelola keuangan dan sistem
pengendalian internal BUMDes. Isu ini
dipandang penting karena telah menjadi
perhatian banyak pihak setelah lahirnya
Undang-undang Desa Nomor 6 tahun
2014.

Penelitian ini merupakan penelitian
kualitatif dengan metode triangulasi
sumber yaitu metode yang menggunakan
beberapa narasumber untuk menggali
kebenaran informasi melalui teknik
wawancara. Narasumber diberikan
pertanyaan yang relatif sama dan sifatnya
mengkonfirmasi satu dengan yang
lainnya. Informasi tersebut digunakan
untuk mengidentifikasi praktik tata kelola

keuangan dan sistem pengendalian
internal dan menguiji tingkat
keberterapannya pada BUMDes. Pada
penelitian ini menggunakan beberapa
narasumber untuk validasi data yaitu
pengelola Bumdes, unit usaha, dan
pemerintah desa.

Penelitian ini dilaksanakan dalam
beberapa tahap. Pertama menelusuri
berbagai literatur dan regulasi. Kedua
melakukan FGD dan wawancara dengan
pengelola BUMDes untuk mendapatkan
gambaran praktik tata kelola keuangan
dan sistem pengendalian internal yang
berjalan. Ketiga reduksi data, pada data
yang diperoleh di coding kemudian
dipetakan data yang relevan dengan
masalah penelitian. Keempat adalah
triangulasi dengan melakukan wawancara
pada pengelola unit usaha dan perwakilan
pemerintah desa. Kelima menyajikan data
dengan pemaparan secara deskriptif
dalam bentuk uraian analisis. Tahapan
terakhir adalah penarikan simpulan.

HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada
Bumdes Barokah Handayani di Bunder
Gunung Kidul. Bumdes  Barokah
Handayani didirikan pada tahun 2019.
Pada saat didirikan, Bumdes Barokah
Handayani memiliki 2 (dua) unit usaha,
yaitu usaha counter pulsa dan toko
pancing. Modal usaha awal yang dikelola
oleh Bumdes berasal dari desa yang telah
dianggarkan untuk pengembangan
Bumdes. Responden penelitian ini adalah
Direktur Bumdes, Bendahara Bumdes,
Pengelola unit usaha, dan pemerintah
desa.

Tata Kelola Keuangan Bumdes

Bumdes adalah lembaga desa
yang dibangun dalam rangka
pengoptimalan potensi desa dan sebagai
pilar ekonomi nasional berbasis desa.
Agar terwujudnya pengoptimalan potensi
desa, diperlukan adanya tata kelola
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Bumdes vyang baik, dari aspek
pengelolaan bisnisnya maupun
keuangannya. Berdasarkan pengamatan
dan wawancara dengan pengelola
Bumdes Barokah Handayani dapat
diperoleh beberapa informasi tentang
praktik tata kelola organisasi dan
keuangan Bumdes. Bumdes Barokah
Handayani adalah Bumdes rintisan yang
baru mulai berjalan usahanya pada 2019.
Struktur organisasi Bumdes terdiri atas
pengawas, direktur, sekretaris,
bendahara, serta manajer dan bendahara
masing-masing unit usaha yang dimiliki.

Sistem Perencanaan dan
Penganggaran

Pada awal Bumdes diinisiasi,
Pemerintah Desa memutuskan akan
mengalokasikan modal awal pada
Bumdes sebesar Rp300.000.000,- yang
dialokasikan dari dana desa secara
bertahap. Pada tahap awal modal yang
dialokasikan sebesar Rp80.000.000,-
yang diberikan dalam 2 (dua) tahap.
Sebagaimana disampaikan oleh
narasumber ““besok itu kita dicairkan dana
maksimal Rp300.000.000,-, tahap
pertama Rp40.000.000,- tahap keduanya
Rp40.000.000”.

Bumdes tidak menyampaikan
rencana anggaran secara tahunan kepada
desa hanya dilakukan pada awal tahun
pendirian dengan komitmen modal yang
akan diberikan secara bertahap kepada
Bumdes, tetapi pada internal Bumdes
diawal tahun telah disusun program dan
target secara tahunan. Berikut hasil
wawancara dengan narasumber: “kemarin
itu mau target sekitar kalo misalnya apa
namanya tahun ini dapet Rp20.000.000,-.
Dalam pengelolaan usahanya karena
Bumdes memiliki dua unit usaha, tiap awal
periode unit usaha dapat mengajukan
anggaran ke Induk Bumdes.

Diluar anggaran modal, sewaktu-
waktu Bumdes dapat mengajukan
pendanaan ke desa menyesuaikan
ketersediaan dana di desa. Berikut hasil
wawancara dengan narasumber: “sama
desa, jadi desa punya dana berapa baru
nanti kita buat proposalnya, kita buat
pengajuan dananya terus nanti misalkan

mba aku cuma punya dana sekian,
sampean bikin proposalnya sekian ajah.
jadi biar gak ada kaya kekurangan gitu gak
ada, jadi pas gitu loh mas”.

Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan

Bumdes telah memiliki Standar
Operasional Prosedur (SOP), namun
belum dijalankan sepenuhnya, misalnya
dalam penerimaan dan pencatatan dana
investasi. Bumdes sudah  memiliki
rekening bank atas nama Bumdes, namun
saat menerima dana dari desa, masih
diterima dalam bentuk kas dan langsung
dibelanjakan. Mestinya sesuai SOP dana
tersebut masuk ke dalam rekening
kemudian digunakan sesuai dengan
anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini
diketahui dari hasil wawancara: “pertama
kali pas kita menerima uang itu mas dana
dari desa itu sebenarnya kan harus
langsung dimasukkan ke bank tuh’,
“sebenarnya buat pembuktian bahwa kita
menerima dana langsung dari desa, tapi
karena kemarin itu, kebijakan dari pak
ketua itu kemarin pas pertama kali turun
dana itu enggak langsung kita masukin ke
bank, tapi kita langsung belanja”.

Bumdes telah memiliki rekening
atas nama Bumdes, tetapi dengan alasan
kepraktisan transaksi harian karena
nominalnya masih kecil, tidak dimasukan
ke rekening bank. Buku rekening hanya
digunakan untuk penerimaan  non
transaksi harian, misalnya ada dana
investasi yang masuk. “Cuman kalau
kemarin rekening kita itu tujuannya buat
ketika ada dana masuk itu langsung
masuk ke rekening, jadi tahun pertama kita
memang menerima kas dan tahun kedua
tahun ini kita menerimanya langsung dari
rekening”. Dalam transaksi harian tidak
langsung dimasukan ke dalam bank,
hanya dicatat sebagai penerimaan harian,
dan langsung digunakan untuk belanja
persediaan.

Setiap penjualan  juga tidak
menggunakan bukti kwitansi, hanya
dicatat dalam pencatatan hasil penjualan
harian, kemudian hasil catatan penjualan
bulanan direkap sebagai bukti penerimaan
pada bulan tersebut. “Ada yang khusus
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untuk pulsa, khusus untuk pancing, nanti
kita rekap jadi kita tulis dulu setiap
perbulannya kita rekap kita masukin ke
komputer. Terus sama juga seperti kita
ada pengeluaran kita rekap jadi nota
kwitansi kita kumpulin dulu sesuai. kita
kumpulkan di bendel gitu jadi satu terus
nanti kita rekap terus masuk ke komputer
baru nanti ketika sudah sampai akhir tahun
kita rekap jadi satu kita jilid baru kita
laporkan ke desa”. Dalam pengelolaan
penerimaan juga tidak sepenuhnya
dikelola oleh bendahara, namun beberapa
jenis penjualan barang seperti pancing,
penerimaan langsung dikelola oleh
direktur Bumdes dan hasil penerimaan
langsung kembali digunakan untuk belanja
persediaan.

Bumdes tidak hanya dapat
investasi dalam bentuk kas, tetapi ada
juga dalam bentuk barang, misalnya
peralatan kantor, komputer, printer, dan
peralatan lainnya. Jika mendapatkan
hibah dalam bentuk barang belum dicatat
sebagai pendapatan, dokumennya baru
semacam berita acara. Belum dinilai
secara nominal, sehingga belum masuk
dalam laporan keuangan. Adapun jumlah
modal yang dimiliki Bumdes sudah sesuai
dengan Permendesa Nomor 4 tahun 2015.
Yang mana jumlah modal bumdes minimal
51% dimiliki oleh desa.

Sistem pertanggungjawaban dan
pelaporan

Setelah pelaksanaan, tahap
selanjutnya adalah pertanggungjawaban
atas penggunaan dana publik oleh
pengelola Bumdes. Pertanggungjawaban
yang dilakukan dalam bentuk penyerahan
laporan kepada desa yang dilakukan
setiap akhir tahun. Laporan keuangan
dilakukan secara berjenjang, dari unit
bisnis ke Bumdes, kemudian Bumdes
melakukan konsolidasi. Bumdes
menyerahkan laporan ke desa, dan desa
menyampaikan kepada masyarakat. “Jadi
kalo saya gak ada apa-apa ya gak hanya
gimana gimana cuman memang paling
nanti tiap tahun kita minta laporannya ada
atau enggaknya teruskan dari unit ke kita
dulu baru setelah ke kita dan desa
menyampaikan ke masyarakat”.

Bentuk laporannya sendiri masih
dalam bentuk yang sederhana berupa
penerimaan dan pengeluaran kas,
laba/rugi perbulan, dan laporan pertahun.
‘Kalo saya sih kemarin kan sempet
konsultasi sama forum bumdes
Kecamatan Patuk, tapi kan dilalah
usahanya beda-beda to mas, terus kan
jadi bingung mau diseragamin laporannya
tuh kaya apa, terus saya konsultasi sama
Bu Tanti kemarin yang penting pertama
laporan bulanan tentang keuangan keluar
masuk, terus yang kedua nanti tentang
keuntungan perbulan laba/ruginya, terus
laporan pertahunnya. jadi cuma tiga itu, di
rekap uang keluar masuk rekap laba rugi
perbulan sama rekap keuangan pertahun
termasuk laba rugi setahun”. Laporan
keuangan Bumdes juga telah dilengkapi
dengan SPJ. “Kalau masalah catatan
keuangan itu ada semua, laporan kita juga
punya SPJ malahan”. Bumdes juga telah
memiliki aturan terkait dengan pembagian
Pendapatan Asli Desa (PAD) ke desa dan
pembagian hasil usaha dengan
pembagian 30% gaji pengurus, 30%
PADes, 20% cadangan modal, 10%
insentif, 5% untuk pendidikan dan 5%
untuk sosial.

Pengawasan dilakukan dalam
pelaksanaan kegiatan Bumdes agar
jalannya kegiatan sesuai dengan tujuan
awal yang ditetapkan bersama. Bumdes
Barokah Handayani telah menetapkan
adanya pengawas pada Anggaran Dasar
(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pembahasan

Regulasi terkait pendirian Bumdes
pertama dikeluarkan oleh pemerintah
adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah pada
Bagian Kelima Pasal 213 dan juga
tercantum pada Peraturan Pemerintah
(PP) 71 tahun 2005 tentang desa. Dua
regulasi tersebut telah secara specifik
menyebut desa memiliki hak mendirikan
Bumdes sesuai dengan potensi desa
masing-masing. Pemerintah kemudian
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mengeluarkan Undang-undang Nomor 6

tahun 2014 tentang desa juga
menjelaskan tentang peran dan
kedudukan Bumdes terutama dalam

penyertaan modal. Regulasi ini diperjelas
dengan hadirnya Permendesa Nomor 4
tahun 2015 yang menjelaskan secara rinci
proses pendirian dan pengelolaan
Bumdes. Terbaru adalah PP Nomor 11
tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik
Desa. PP ini semakin mengukuhkan
kedudukan Bumdes. Kabupaten Gunung
Kidul  sendiri telah  mengeluarkan
Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008
tentang pedoman pendirian Bumdes yang
telah diperbaharui Perda Nomor 8 tahun
2021.

Regulasi tersebut yang menjadi
dasar hukum pendirian Bumdes Barokah
Handayani Desa Bunder, Kabupaten
Gunung Kidul sekaligus sebagai panduan
dalam pelaksanaan pengelolaanya
termasuk pengelolaan keuangan. Dalam
tata kelola keuangan setidaknya ada 3
(tiga) hal yang akan dibahas, pertama
adalah struktur organisasi pengelola,
kedua tata kelola keuangan (perencanaan,
penatausahaan, pelaporan, dan
pengawasan), dan ketiga adalah prinsip-
prinsip pengelolaan keuangan Bumdes.

Dalam Permendesa nomor 4 tahun
2015 dijelaskan bahwa struktur
kepengurusan Bumdes setidaknya terdiri
atas penasehat, pelaksana operasional,
dan pengawas. Kemudian pada PP 11
tahun 2021 diperkuat bahwa perangkat
Bumdes terdiri atas  Musyawarah,
Penasehat, Pelaksana, dan Pengawas.
Pada PP tersebut memperkuat dengan
menambahkan musyawarah, yang
menguatkan bahwa Bumdes harus
dikelola secara bersama agar dapat
mengakomodir seluruh kepentingan dan
potensi desa. Pada pasal 49 PP 11 tahun
2021 juga dijelaskan bahwa Bumdes
dapat mendirikan unit usaha sesuai
dengan kepentingan masing-masing.
Struktur Bumdes Barokah Handayani
terdiri penasehat yang diwakili oleh kepala
desa secara exoficio, pengawas, direktur,
sekretaris, bendahara, staf, dan manajer
unit. Struktur ini telah sesuai dengan

regulasi yang ada. Yani, (2013)
menjelaskan bahwa dalam mengukur
pengelolaan keuangan ada 3 (tiga)
indikator yang dapat digunakan. Ketiga
indikator tersebut adalah perencanaan
dan penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, dan pelaporan dan
pertanggungjawaban.

1. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran
sering difahami sebagai instrumen untuk
berbagai tujuan seperti evaluasi kinerja,
implementasi strategi, dan perencanaan
strategi (Hansen & Vander, 2004). Ketika

mendiskusikan ~ perencanaan  dalam
konteks anggaran banyak penulis
memahaminya sebagai rencana

operasional, bukan rencana strategis
(Horngren et al.,, 2012). Simons, (1995)
telah  mendefinisikan  penganggaran
sebagai rencana profit yang dapat
berkontribusi pada kepentingan jangka
panjang dan rencana strategis.
Pentingnya peran perencanaan dan
penganggaran dalam pasal 37 PP Nomor
11 tahun 2021 telah mengatur salah satu
tugas pelaksana operasional Bumdes
adalah menyusun rencana kerja Bumdes
pada awal tahun berjalan. Secara internal
Bumdes Barokah Handayani telah
menyusun perencanaan bisnis dalam
bentuk penetapan target pendapatan yang
akan diperoleh selama setahun, tetapi
belum menetapkan secara lebih rinci dan
belum ada dokumennya. Dalam proses
penganggaran masing-masing unit
Bumdes menyusun rencana anggarannya
kepada Bumdes untuk operasional
pelaksanaan usaha.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
Keuangan

Pelaksanaan adalah suatu
tindakan dari rencana yang telah disusun
secara matang dan baik, dan
penatausahaan adalah  serangkaian
aktivitas penghimpunan, pencatatan, dan
pengolahan. Adanya realisasi penerimaan
dan pengeluaran kas membutuhkan
adanya penatausahaan keuangan.
Mulyani et al., (2021) menemukan bahwa
penatausahaan keuangan berpengaruh
pada pertanggungjawaban  Bumdes.
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Dalam pelaksanaan penatausahaan
keuangan Bumdes, seharusnya
berpedoman pada perencanaan anggaran
yang telah ditetapkan dan SOP yang
dimiliki.

Bumdes belum memiliki SOP
dalam pelaksanaan pengelolaan
keuangan. Bumdes telah  memiliki
rekening namun belum semua transaksi
menggunakan rekening. Pada
penerimaan kas, Bumdes menerima
dalam bentuk kas dan bentuk nonkas.
Dalam bentuk kas dari hasil transaksi
langsung dipegang oleh bendahara,
sedang pendapatan kas lainnya melalui
rekening bank. Untuk pengeluaran yang
sifatnya pengeluaran belanja langsung
dikeluarkan langsung untuk belanja,
sedangkan non belanja persediaan
memerlukan persetujuan ketua Bumdes.
Pada setiap penjualan juga tidak
menggunakan  kwitansi, dan  hasil
penjualan langsung digunakan untuk
belanja persediaan.

3. Pelaporan dan pertanggungjawaban

Berdasarkan pasal 58 PP Nomor
11 tahun 2021 dijelaskan bahwa
setidaknya ada dua laporan rutin yang
harus disampaikan Bumdes yaitu laporan
semesteran dan laporan tahunan.
Pertama, laporan semesteran berisi
laporan posisi keuangan dan laba/rugi
semesteran dan laporan permasalahan
yang timbul selama satu semester.
Laporan semesteran disampaikan kepada
penasehat. Kedua, laporan tahunan yang
berisi laporan posisi keuangan dan
laba/rugi, laporan perkembangan usaha
Bumdes, laporan rincian masalah yang
timbul, dan laporan pelaksanaan,
pengawasan, dan pemberian nasehat oleh
masing-masing pengelola, pengawas, dan
penasehat yang disampaikan pada
musyawarah desa. Bumdes Barokah
Handayani telah melaksanakan pelaporan
keuangan, tetapi dilakukannya hanya tiap
akhir tahun ke desa dan bentuk
laporannya masih dalam bentuk yang
sederhana berupa penerimaan dan
pengeluaran kas, laba/rugi perbulaan, dan
laporan pertahun. Laporan keuangan yang

disampaikan belum sesuai dengan PP
Nomor 11 tahun 2021.

Dalam pertanggungjawaban
pengelolaan Bumdes yang sesuai dengan
Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 11
tahun 2021 Bumdes harus memiliki
pengawas internal. Pengawas internal
diperlukan dalam rangka memastikan
keberjalannaya sesuai dengan tujuan awal
ditetapkannya. Bumdes Barokah
Handayani telah menetapkan adanya
pengawas pada Anggaran Dasar (AD) dan
Anggaran Rumah Tangga (ART).

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Bumdes

Widiastuti et al., (2019) menjelaskan
bahwa Bumdes seharusnya memiliki 6
(enam) prinsip-prinsip dalam pengelolaan
Bumdes vyaitu Kkooperatif, partisipatif,
emansipatif, transparan, akuntable, dan
sustainable. Bumdes Barokah Handayani
juga telah menjalankan 6 (enam) prinsip-
prinsip pengelolaan tersebut, yaitu:

1. Kooperatif, prinsip ini mengharuskan
semua komponen yang terlibat pada
Bumdes harus mampu bekerja sama
antar komponen demi pengembangan
dan kelangsungan usaha. “Ya itu harus
komplit, nanti itu saya rembuk desa,
kalau saya modelnya nggak mau model
diktaktor”.

2. Partisipatif, semua komponen yang ada
dalam Bumdes harus bersedia baik
secara suka rela atau diminta untuk
memberikan kontribusi dan dukungan
demi mendorong kemajuan usaha. “Ya
itu angan angan ada cuma itu nanti
tetep saya musyawarahkan karna kan
masyarakat itu punya ide juga. Jadi kita
apa apa di desa nanti masyarakat
dilibatkan, tokoh masyarakat dilibatkan,
badan pengawas dilibatkan, pak lurah
dilibatkan mau usaha apa ini mau
gimana, nanti kan kalo nggak ada
pilihan yaudah terserah ketua Bumdes
aja lagi”.

3. Emansipatif, semua komponen yang
terdapat dalam Bumdes harus memiliki
hak dan kewajiban tanpa memandang
golongan, suku, ras, dan agama.

4. Transparan, semua informasi tentang
kegiatan dengan kepentingan umum
harus dengan mudah didapat oleh
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masyarakat dan bersifat terbuka.
“‘Makanya besok rencana ini akhir
desember ini habis itu saya minta nya
nanti kring desa, jadi masyarakat kita
kumpulkan ini ada kios besar yang
memang ini sudah di incer ini sama
investor-investor itu tapi kan saya
nggak tertarik dulu”.

5. Akuntabel, semua kegiatan harus dapat
dipertanggungjawabkan baik secara
teknis, dan administratif. “Kalau
masalah catatan keuangan itu ada
semua, laporan kita juga punya SPJ
malahan”.

6. Sustainable, kegiatan usaha harus
dapat dikembangkan oleh masyarakat
dalam wadah Bumdes. “Meskipun ada
Bumdes yang pailit jatuh ya nggak papa
kita bikin laporan pailit, cuma kalo bisa
kan jangan, makanya itu kan spekulasi

A

aja’.

KESIMPULAN

Hasil penelitan  menunjukkan
bahwa Bumdes Barokah Handayani
memiliki sistem tata kelola keungan yang
masih sangat sederhana. Bumdes sudah
memiliki perencanaan usaha, tetapi
perencanaannya masih dalam bentuk
target perolehan kinerja, pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban sudah
dilakukan secara rutin tetapi belum sesuai

dengan ketentuan. Bumdes sudah
memiliki dewan pengawas dan Bumdes
telah menjalankan prinsip-prinsip

pengelolaan Bumdes yang kooperatif,
emansipatif, transparansi, akuntable, dan
sustainabel.

IMPLIKASI DAN
KETERBATASAN

Hasil penelitian ini memberikan
implikasi teoritis dan praktis. Implikasi
teoritis memberikan gambaran bagaimana
pengelolaan dan pengembangan Bumdes
rintisan. Implikasi praktis dapat menjadi
panduan dalam penyusunan
pendampingan pengelolaan Bumdes.

Penelitian ini memiliki keterbatasan
pada generalisasi karena penelitian ini
dilakukan pada satu Bumdes sehingga

hasilnya kasuistik pada Bumdes tersebut.
Penelitian ke depan dapat diperluas
dengan menambah beberapa Bumdes
sehingga dapat meningkatkan
generalisasi teorinya.
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